BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1.

Pembelian saham divestasi perusahan penanaman modal asing di
Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Berkenaan dengan
pembelian saham dalam proses divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara
oleh Pemerintah tidak diperlukan persetujuan DPR sebab pembelian
saham divestasi merupakan investasi pemerintah yang terencana dalam
APBN. Namun, DPR tetap dapat menjalankan fungsinya, yaitu melakukan
fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBN oleh Pemerintah.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 1 Tahun 2008 tentang investasi,
dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah dapat melakukan investasi
jangka panjang untul memperoleh manfaat ekonomi,social dan manfaat
lainnya. Investasi demikian dilakukan dalam bentuk saham,surat hutang
dan investasi langsung. Maka kewenangan pemerintah dalam membeli 7%
saham PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan kewenangan yang di
berikan oleh undang-undang dasar dan termasuk golongan transaksi

investasi surat berharga dan bukan sebagai transaksi penyertaan modal.
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B. Saran

1.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan memiliki kewenangan dalam
pembelian saham divestasi modal asing di Indonesia tanpa persetujuan
DPR yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan
hak dan kewajiban negara berdasarkan atas kewenangan mengelola
keuangan negara dan perlu dilaksanakan secara professional, terbuka, dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

kewenangan lembaga negara antara pemerintah, DPR, dan BPK dalam
pembelian 7% saham Newmont Seharusnya antara pemerintah dan DPR
bersama-sama menentukan cabang produksi yang dinilai penting bagi
hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat secara sepihak menafsirkan
cabang-cabang produksi yang mana saja yang dinilai penting bagi hidup

orang banyak. Artinya, rakyat melalui wakilnya di DPR harus dilibatkan.
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